PENGUMUMAN DAFTAR ANTREAN
LOKET PELAYANAN PENGADILAN PAJAK TANGGAL 20 JUNI 2024

Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Tidak disediakan lahan parkir untuk pengunjung.

2. Kendaraan dapat drop off penumpang di area yang ditentukan.
3. Petugas Satuan Pengamanan akan memberikan nomor urut sesuai waktu kedatangan pemohon.
4. Tunjukkan kartu identitas kepada petugas Satuan Pengamanan.
5. Tunjukkan bukti terdaftar di daftar antrean (dapat berupa tangkapan layar pengumuman ini)
6. Bagi pe_zndaftar yang tidak mendapatkan kuota antrean on!ine _da_m tidak menda'pat konfirmasi balasgn, dimohon untuk
mengirimkan e-mail pertanyaan melalui alamat e-mail berikut ini: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Pendaftar wajib mengikuti jam kedatangan sesuai dengan yang dituliskan pada pengumuman ini.
Layanan tatap muka melalui loket A, B, dan C dilaksanakan di Lantai 1 Gedung A, Pengadilan Pajak
Untuk ketentuan lain dapat dilihat di Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2024.
LOKET A
(PERMOHONAN BANDING DAN GUGATAN)
No. Nama Hari & Tanggal Loket Waktu
1 PT Siak Prima Sakti Kamis, 20 Juni 2024 A 08.00 — 12.00 WIB
2 PT Social Bella Indonesia Kamis, 20 Juni 2024 A 08.00 - 12.00 WIB
LOKET B
(LAYANAN INFORMASI, PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM, DAN
SURAT KETERANGAN SENGKETA PAJAK)
No. Nama Hari & Tanggal Loket Waktu
Tidak ada antrean
LOKET C
(PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI)
No. Nama Hari & Tanggal Loket Waktu
1 CV Sumber Pangan Kamis, 20 Juni 2024 C 08.00 — 12.00 WIB
2 PT Bali Girikencana Kamis, 20 Juni 2024 C 08.00 — 12.00 WIB
3 PT Berdikari (d/h PT Berdikari (Persero)) Kamis, 20 Juni 2024 C 08.00 — 12.00 WIB
4 PT Perdana Intisawit Perkasa Kamis, 20 Juni 2024 C 08.00 — 12.00 WIB
5  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kamis, 20 Juni 2024 C 12.00 - 15.00 WIB
6  PT Indika Energy, Tbk.. Kamis, 20 Juni 2024 C 12.00 - 15.00 WIB
7 PTKencana Amal Tani Kamis, 20 Juni 2024 C 12.00 - 15.00 WIB
8  PT Mattel Trading Indonesia Kamis, 20 Juni 2024 C 12.00 - 15.00 WIB
9  PT Mowilex Indonesia Kamis, 20 Juni 2024 C 12.00 - 15.00 WIB
Penting:

Sehubungan dengan instruksi dari Pemerintah Pusat terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pengadilan Pajak berkomitmen untuk menetapkan
pembatasan pelaksanaan layanan administrasi secara tatap muka.

Sekretariat Pengadilan Pajak



